NOMOR : 23

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); )

4. Undang-Undang ... 2



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR
PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

Bupati adalah Bupati Majalengka;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas ... 3



7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Majalengka.

9. Unsur Penunjang Perangkat Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah
yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain,
meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian,

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Sekertariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekertaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a). Sub Bagian Otonomi Daerah;
b). Sub Bagian Otonomi Desa;dan
c). Sub Bagian Bina Kecamatan.
2. Bagian Organisasi, membawahkan :
a). Sub Bagian Penataan dan Ketatalaksanaan Organisasi;
b). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi;dan
c). Sub Bagian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Organisasi.
3. Bagian Hukum, membawahkan :
a). Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
b). Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
c¢). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
c. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
a). Sub Bagian Evaluasi Rencana Program dan Pengendalian
Pembangunan;
b). Sub Bagian Bina Perusahaan Umum Daerah;dan
c¢). Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.
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2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
a). Sub Bagian Persiapan Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan;
b). Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan;dan
c). Sub Bagian Sistem Pengadaan Elektronik.
3. Bagian Sosial Masyarakat, membawahkan :
a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b). Sub Bagian Sosial Budaya;dan
c). Sub Bagian Bina Masyarakat.

. Asisten Administrasi, membawahkan :

1. Bagian Umum, membawahkan :
a). Sub Bagian Sekretariat Pimpinan;
b). Sub Bagian Rumah Tangga;dan
c). Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan.
2. Bagian Keuangan dan Pertanahan, membawahkan :
a). Sub Bagian Keuangan;
b). Sub Bagian Sarana Prasarana dan Administrasi Pertanahan;dan
c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Protokoler, membawahkan :
a). Sub Bagian Protokol;
b). Sub Bagian Bina Pers dan Santel;dan
¢). Sub Bagian Dokumentasi dan Kerjasama.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(1)

@)

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekertariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekertariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.
b
c.
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

instansi daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BABIII ... 5
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BAB III
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Sekertariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin
oleh seorang Sekertaris DPRD.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD.
b. Bagian Umum, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.
c. Bagian Keuangan dan Sarana, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran,
2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Aset;dan
3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

d. Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan,

2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;dan

3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi Hukum.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekretariat ... 6
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(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
C.
d.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi periyelenggaraan rapat DPRD;dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

BAB IV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

Inspektoriat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.
b.

™o a0

g.

Inspektur. v

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum,;

2. Sub Bagian Keuangan,

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Inspektur Pembantu Wilayah I.

Inspektur Pembantu Wilayah II.

Inspektur Pembantu Wilayah 1i1.

Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat ... 7



(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah, dipipimpin oleh seorang Kepala Badan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia terdiri dati :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan,

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Data Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawali,
membawahkan :

1. Sub Bidang Data Informasi Pegawai;dan
2. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.

d. Bidang ... 8
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d. Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai, membawahkan :
1. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan Pegawai;dan
2. Sub Bidang Mutasi dan Kompetensi Pegawali.

e. Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai,
membawahkan :

1. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai;dan

2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Korps Aparatur
Sipil Negara.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;dan

2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB VI ... 9



BAB VI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah terdiri dari :

a.
b.

8.

Kepala Badan.

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan :

1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan; dan
3. Sub Bidang Kemiskinan.

Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur,
membawahkan : ‘

1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Mitigasi;

2. Sub Bidang Infrastruktur; dan

3. Sub Bidang Permukiman.

Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
1. Sub Bidang Produksi;

2. Sub Bidang Distribusi; dan

3. Sub Bidang Ekonomi Kreatif.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
1. Sub Bidang Data;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Program.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. '

Bagian ... 10
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah. '

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan; ,

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB VII
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

- Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
1. Sub Bidang Pajak;dan
2. Sub Bidang Retribusi.
d. Bidang ... 11
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d. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
1. Sub Bidang Dana Transfer Daerah;dan
2. Sub Bidang Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah.

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan,;
2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;dan
3. Sub Bidang Pelayanan Keberatan.
f. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;dan
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Sub Bidang Belanja;
2. Sub Bidang Akuntansi;dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
h. Bidang Aset, membawahkan :
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;dan
2. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang keuangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang keuangan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian tugas pokok dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BABIX ... 12
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI MAJALENGKA,
ttd
SUTRISNO
Diundanglan 4 Mjslengle o1

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

/ AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM -
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

P

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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LAMPIRAN 1 :

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20 Tahun 2016
TANGGAL 27 Desember 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIS DAERAH
I ] STAF AHLI
L L L L L L L T R R R R
KELOMPOK JABATAN @ @ 1{
FUNGSIONAL U u u
S | |
| :
| ]
ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN PEMBANGUNAN DAN ASISTEN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAN RAKYAT
I ] |
| | ] | 1 f T 1
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN ORGANISASI HUKUM EKONOMI DAN LAYANAN PENGADAAN UMUM KEUANGAN DAN PROTOKOLER
PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA PERTANAHAN
L L | I I I | 1 I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIA SUB BAGIAN BAGIAN
SUB BAGIAN PENATAAN & PENGKAJIAN & EVALUASE RENCANA PERSIAPAN } si”&g?fmT SUB BAGIAN SUB BAGIAN
OTONOMI " | wevaTALAksanaan [ | PENYUSUNAN PRODUK PROGRAMDAN | | | PENGADAANDAN || - NAN M KEUANGAN B PROTOKOL
DAERAH ORGANISASI HUKUM DAERAH PENGENDALIAN DOKUMENTAS! PIMPINA
PEMBANGUNAN PENGADAAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN :
ADVOKAST HUKUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
o;gﬁggf‘:g;\ ?,Eﬁé‘é#é‘&&‘# = DAN HAM u BINA PERUMDA 1 P&%ﬁ:‘n‘/\ L RUMAH - S;mmm}r&"? | | BINA PERS DAN
ORGANISAST o TANGGA ity SANTEL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- ALUASTKINERIA |- | Dan aST N a = s
KECAMATAN B RANISAS] HUKUM ELEKTRONIK PEMELIHARAAN PELAPORAN DAN KERJASAMA

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
A

/AHMAY SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAG HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003




LAMPIRAN 1II:

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

KELOMPOK JABATAN

|
I N |

NOMOR 20 Tahun 2016
TANGGAL 27 Desember 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIS DPRD
{
FUNGSIONAL
T 1
|
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
KEUANGAN DAN LEGISLASI DAN
UMUM SARANA DOKUMENTASI HUKUM BUPATI MAJALENGEKA,
: ttd
L [ I
SUTRISNO
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN ~
TU DAN PERENCANAAN DAN LEGISLASI DAN SEKRETARIS DAERAH
KEPEGAWAIAN ANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA PEMELIHARAAN DAN | RISALAH DAN
ASET PERSIDANGAN Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
e PERBENDAHARAAN | HUMAS, PROTOKOL DAN -
DPRD DAN VERIFIKASI DOKUMENTASI HUKUM GUN GUN M.M.. S.H.. M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : . KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN — [ 1
FUNGSIONAL KHUSUS :
1. AUDITOR SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
2. P2UPD UMUM KEUANGAN PEP
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJI{LENGKA,

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

%



NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
20 Tahun 2016

27 Desember 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN 1 ! 1
FUNGSIONAL
N SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
111 UMUM KEUANGAN PEP
BIDANG BIDANG BIDANG s BIDANG BUPATI MAJALENGKA,
DATA INFORMASI, PENGADAAN PENILAIAN KINERJA DAN PENGELOLAAN GAJI, PENGE MBER
ERH KESEJAHTERAAN DAN MBANGAN SU
AN P aawAr MUTASI PEGAWAL PEMBINAAN PEGAWAL DAYA MANUSIA ttd
l | | ‘ SUTRISNO
SEKRETARIS DAERAH

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG KABUPATEN MAJ/ALENGKA,

DATA INFORMASI PENILAIAN KINERJA DAN | PENGELOLAAN GAJL DAN _— PENGEMBANGAN — )

PEGAWAL KEPANGKATAN PEGAWAIL KESEJAHTERAAN PEGAWAI PENPDEII:%{; :AN —~
SUB BIDANG /AH SODIKIN
SUB BIDANG AN SUB BIDANG B ; i :
PENGADAAN - R PEMBINAAN PEGAWAIDAN | | PENYELENGGARAAN | | Saé‘gﬁff‘.}i‘éﬁ‘;ﬁ?&%ﬂya’
DAN PEMBERHENTIAN KOMPETENSI PEGAWAI [ PENGEMBANGAN KORPS ASN PENDIDIKAN DAN ’
PEGAWAI PELATIHAN SDM
P —— U

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



W

LAMPIRAN V ¢+ PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN c I ,
FUNGSIONAL
T T 1 SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
S A UMUM KEUANGAN PEP
I I I 1
PERENCA::%';GELAVANAN PERENCA:IDANNGEN TAAN BIDANG AN BUPATI MAJALENGKA
AAN PENA PERENCANAAN PENELITIAN DAN ,
DASAR DA:;(E?:'JTAHTERAAN IN'I}'.IANG SQ#UR PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN
RASTR I ttd
SUTRISNO
SUB BIDANG SUB BIDANG
PENDIDIKAN - PENATAAN RUANG DAN  |— SUB BIDANG - SUB BIDANG ] SEKRETARIS DAERAH
MITIGASI PRODUKST DATA { KABUPATEN MAJALENGKA,
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG |
KESEHATAN T INFRASTRUKTUR || DISTRIBUST | WVALUASY DAN ANALISA /ABMAY SODIKIN
Salinan sesuai dengan Aslinya,
pry——. KEPALA BAGlArV HUKUM,
SUB BIDANG ] SUB BIDANG - SUBBIDANG | | U BIDARAN |
KEMISKINN PERMUKIMAN EKONOMI KREATIF PROGRAM — |

GUN GUN M.D., 8.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR {20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN ! 1
FUNGSIONAL , |- 1
T T SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
L1 UMUM KEUANGAN PEP
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN ASLI PENDAPATAN LAIN- PBB DAN BPHTB ANGGARAN PERBENDAHARAAN ASET BUPATI MAJALENGKA,
DAERAH LAIN d
tt
L L L L L
' SUTRISNO
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PAJAK . DANA TRANSFER | PBB . PENYUSUNAN | BELANJA — PENATAUSAHAAN | SEKRETARIS DAERAH
, DAERAM ANGGARAN ASET {KABUPATEN MAJALENGKA,
A}
SUB BIDANG suB “D‘“:f ]
BPHTB . AKUNTAN: SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN
RETRIBUSI ] PENDAPATAN PENGENDALIAN [ DAN PENGAMANAN = / AH OD!KIN
KE:?;GEIQOLRQ:AH B S8 BIDANG ANGGARAN Sus Bm':GKAs ASET Salinan sesuai dengan Aslinya
AAN D ELA g PENGELO| — d
REnErATAN [ BaTRAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., 8.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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